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 This study aims to determine the level of understanding of 
village officials regarding the financial management of 
village fund and how it affects the timeliness of reporting the 
village fund. Understanding of the financial management of 
village fund consists of understanding regarding the 
planning, implementation, administration, reporting, and 
financial accountability village fund. Each variable was 
tested partially or simultaneously. The object of research is 
the village offices in the South and Central Subang. 
Respondents in this study was the secretary of the village 
or the village head. The village secretary and village leaders 
are the ones who are considered the most know the entire 
financial management process village fund. Samples of this 
research are selected by a convenience sampling. Samples 
were obtained as many as 52 villages. Analysis model used 
in this research is the multiple logistic regression analysis 
model. The results of the study are as follows: (1) an 
understanding of financial planning village fund partially 
positive significant effect on the timeliness of reporting the 
village fund, (2) understanding of the financial performance 
of funds village partially positive significant effect on the 
timeliness of reporting the village fund, (3) an understanding 
the financial administration of the village fund partially 
positive significant effect on the timeliness of reporting the 
village fund, (4) understanding of the financial reporting the 
village fund partially no effect on the timeliness of reporting 
the village fund, (5) understanding of the financial 
accountability of village funds partially positive significant 
effect on accuracy time reporting of village funds, (6) an 
understanding of financial management of village fund 
simultaneously significant effect on the timeliness of 
reporting the village fund. 
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Pemerintah Indonesia dibawah 
pimpinan Presiden Joko Widodo telah 
meprioritaskan 9 (sembilan) agenda yang 
dikenal dengan Nawacita untuk menjadi 
jalan dalam mencapai visi Indonesia yaitu 
menjadi Negara yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berlandaskan gotong 
royong. Salah satu isi Nawacita seperti 
yang tertuang dalam Peraturan Presiden 
No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
38 Volume 1, No. 1 – Desember 2019 
 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 
adalah membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka NKRI. 
Pemerintah melakukan reformasi dalam 
tata hubungan pusat dan daerah dengan 
cara pengaturan kembali sistem distribusi 
keuangan nasional sehingga proses 
pembangunan dapat dilakukan merata 
antar wilayah. Pembangunan desa-desa 
pun difasilitasi oleh adanya Dana Desa 
yang merupakan salah satu sumber 
pendapatan dari desa. 
Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota 
dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana Desa akan diberikan 
kepada Desa lewat pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 
Kabupaten ke rekening tiap desa setelah 
sebelumnya dana desa ini 
dipindahbukukan dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke RKUD (PP No. 
60 Tahun 2014). 
Dana Desa yang dialokasikan dari 
APBN Tahun 2015 menurut UU No. 3 
Tahun 2015 adalah sebesar Rp 20,776 
Triliun. Indonesia terdiri dari 34 provinsi 
yang terbagi menjadi 514 
Kabupaten/Kota.514 Kabupaten/Kota ini 
terdiri dari 8.412 kelurahan dan 74.093 
desa (Permendagri 39 Tahun 2015). 
Menurut Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 
Marwan Jafar dilihat dari alokasi ini 
masing-masing desa akan memperoleh 
Rp 250 juta hingga Rp 280 juta untuk 
tahun anggaran 2015. Dana desa ini akan 
terus meningkat tiap tahunnya hingga 
mencapai 1 Miliar pada tahun 2018 
(www.nasional.kompas.com, 2015). 
Menurut data Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, hingga 
tanggal 3 November 2015 dana desa yang 
sudah disalurkan dari Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas 
Desa (RKD) baru mencapai Rp6,2 triliun. 
Dari 434 kabupaten/kota, baru 244 
kabupaten/kota yang melaporkan 
penyaluran dari RKUD ke RKD.Sementara 
sisanya belum menyampaikan laporan. 
Untuk tahap I, 136 dari 244 daerah telah 
menyalurkan seluruh dana desa ke desa 
sebesar Rp2,89 triliun atau 34,7%, 84 
daerah baru menyalurkan sebagian dana 
desa sebesar Rp1,16 triliun atau 14% dan 
24 daerah belum menyalurkan sama 
sekali. Sedangkan untuk tahap II, 
sebanyak 129 daerah sudah 
menyampaikan laporannya. Terdapat 59 
daerah telah menyalurkan seluruh dana 
desa dengan jumlah Rp1,23 triliun atau 
14,9%, 66 daerah baru menyalurkan 
sebagian dana desa sebesar Rp968  atau 
11,7% dan sisanya belum sama sekali. 
(www.kemenkeu.go.id, 2015). 
Kabupaten Subang mendapat 
alokasi dana desa sebesar Rp72,7 Miliar 
untuk tahun anggaran 2015 (Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 2015 tentang 
Rincian APBN Tahun Anggaran 2015). 
Dana desa ini akan disalurkan kepada 245 
desa yang ada di Subang melalui 
pemindahbukuan dari rekening pusat ke 
RKUD Kabupaten Subang. Dana desa 
yang sudah masuk ke RKUD Subang 
sebesar Rp38 Miliar, dan sisanya sebesar 
Rp34,7 Miliar masih tersimpan di rekening 
pusat. Sisa dana desa yang tersimpan di 
rekening pusat ini dapat dicairkan apabila 
penyaluran dana desa sebesar Rp38 
Miliar dari RKUD Subang ke RKD tiap 
desa telah mencapai 90%. Namun hingga 
bulan November 2015, dana desa yang 
sudah disalurkan dari RKUD ke RKD 
adalah sebesar Rp29,6 Miliar atau 
sebesar 77% (www.pikiran-rakyat.com, 
2015). 
Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Subang, Ahmad Sobari 
menyatakan masih kecilnya penyerapan 
dana desa oleh setiap desa ini terjadi 
karena terkendala laporan 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
desa terutama untuk penyerapan 
anggaran tahap dua. Sedangkan 
penyerapan anggaran dana desa tahap 
satu relatif lebih lancar karena belum ada 
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laporan pertanggungjawaban. 
(www.pikiran-rakyat.com, 2015). 
Dana desa yang sudah ada di RKUD 
Kabupaten Subang dapat disalurkan ke 
rekening setiap desa dengan beberapa 
persyaratan. Penyaluran dana desa tahap 
I untuk tahun anggaran 2015 dapat 
dilakukan apabila desa telah memiliki 
Peraturan Desa tentang APBDesa dan 
laporan semester II tahun sebelumnya. 
Dana desa tahap II dapat disalurkan 
apabila laporan semester I tahun berjalan 
dan laporan penggunaan desa tahap 
sebelumnya sudah disampaikan. 
Kemudian dana desa tahap III dapat 
disalurkan ke rekening desa apabila desa 
telah menyampaikan laporan dana desa 
tahap II telah disampaikan (Perbup 
Subang No. 19 Tahun 2015). Ketepatan 
waktu pertanggungjawaban dana desa 
salah satunya dipengaruhi oleh 
pemahaman perangkat desa terhadap 
pengelolaan keuangan dana desa. 
Pengelolaan keuangan desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban dana 
desa.Keuangan desa dikelola 
berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan 
dengan tertib dan disiplin anggaran. 
Kepala Desa sebagai pemegang 
kekuasaan dalam pengelolaan keuangan 
desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis  
Keuangan Desa (PTPKD) dalam hal ini 
adalah Sekretaris Desa sebagai 
Koordinator, Kepala Seksi, dan Bendahara 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Dana 
Desa sangat dituntut agar memahami 
pengelolaan keuangan dana desa agar 
pelaporan dan pertanggungjawaban 
penggunaan dana desa bisa dilakukan 
secara tepat waktu, sehingga pencairan 
dana desa selanjutnya dapat dilakukan 
dengan cepat dan tidak dikenakan sanksi 
administrasi yang akan menghambat 
pencairan dana selanjutnya. 
Paham menurut Kamus Umum 
Bahasa Indonesia mempunyai pengertian 
pandai dan mengerti benar sedangkan 
pemahaman adalah proses, cara, 
perbuatan memahami atau memahamkan. 
Yuliani dkk (2010) mencari hubungan 
antara pemahaman aparatur pemerintah 
kota Banda Aceh terhadap proses 
akuntansi dengan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitiannya menunjukkan ada pengaruh 
yang signifikan antara pemahaman 
akuntansi aparatur pemerintah kota Banda 
Aceh terhadap kualitas laporan keuangan 
yang dihasilkan. Erna Sari dkk (2013) 
menemukan adanya pengaruh yang positif 
dan signifikan antara pemahaman 
penatausahaan keuangan daerah 
terhadap kinerja pengelola keuangan 
daerah. Sugeng (2014) mengemukakan 
hal yang berbeda dimana pemahaman 
sistem keuangan daerah secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap pengelolaan 
keuangan daerah, hasil ini menunjukkan 
bahwa pada kabupaten Kediri untuk 
masalah kompetensi masih kurang.  
Mengacu pada pembahasan di atas, 
belum ada penelitian yang meneliti 
mengenai pengaruh pemahaman aparatur 
desa tentang pengelolaan keuangan dana 
desa yang terdiri dari pemahaman 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban dana desa terhadap 
ketepatan waktu pertanggungjawaban 
dana desa. Selain itu, penelitian-penelitian 
mengenai pengaruh pemahaman individu 
tentang pengelolaan keuangan terhadap 
kinerja pun belum konklusif. Penelitian ini 
akan meneliti tentang pemahaman 
aparatur desa selaku pihak yang memiliki 
kuasa atas pengelolaan keuangan dana 
desa sesuai dengan Permendagri No. 113 
Tahun 2014 dan bagaimana pengaruhnya 
terhadap ketepatan waktu 
pertanggungjawaban dana desa.  
Maka dalam penelitian ini penyusun 
mengambil judul “PENGARUH 
PEMAHAMAN PERANGKAT DESA 
TENTANG PENGELOLAAN 
KEUANGAN DANA DESA TERHADAP 
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN 
DANA DESA (Studi Kasus pada Desa-
desa di Kabupaten Subang) 
 
Dari uraian di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang perencanaan 
dana desa terhadap ketepatan waktu 
pelaporan dana desa? 
2. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang pelaksanaan 
dana desa terhadap ketepatan waktu 
pelaporan dana desa? 
3. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang 
penatausahaan dana desa terhadap 
ketepatan waktu pelaporan dana 
desa? 
4. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang pelaporan 
dana desa terhadap ketepatan waktu 
perlaporan dana desa? 
5. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang 
pertanggungjawaban dana desa 
terhadap ketepatan waktu pelaporan 
dana desa? 
6. Bagaimana pengaruh pemahaman 
perangkat desa tentang perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan dana desa secara simultan 
terhadap ketepatan waktu pelaporan 
dana desa? 
 
KERANGKA TEORITIS DAN 
PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Akuntansi Keperilakuan 
Perkembangan ilmu akuntansi 
seiring dengan perkembangan dunia 
bisnis saat ini. Pada perkembangannya, 
akuntansi berperan dalam menghasilkan 
informasi keuangan maupun non-
keuangan yang digunakan oleh para 
pemakainya dalam proses pengambilan 
keputusan bisnis. Tujuan informasi 
tersebut adalah memberikan petunjuk 
dalam memilih tindakan yang terbaik guna 
mengelola sumber daya yang langka pada 
aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, 
pemilihan dan penetapan suatu keputusan 
bisnis juga melibatkan aspek-aspek 
keperilakuan dari para pengambil 
keputusan. Dengan demikian akuntansi 
tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku 
manusia serta kebutuhan organisasi dan 
informasi yang dapat dihasilkan oleh 
akuntansi.  
Suartana (2010) dalam Manansal 
(2013) mendefinisikan sebagai berikut: 
“Akuntansi keperilakuan 
merupakan bagian dari disiplin ilmu 
akuntansi yang mengkaji 
hubungan antara perilaku manusia 
dan sistem akuntansi, serta 
dimensi keperilakuan dari 
organisasi dimana manusia dan 
sistem akuntansi itu berada dan 
diakui keberadaannya”. 
 
Semantara itu,  Lubis (2014: 
12) mendefinisikan akuntansi 
keperilakuan sebagai, “… subdisiplin ilmu 
yang melibatkan aspek-aspek 
keperilakuan manusia terkait dengan 
proses pengambilan keputusan ekonomi”. 
 Melalui definisi ini, Lubis (2014) 
menunjukkan adanya aspek keperilakuan 
pada akuntansi baik dari pihak 
pelaksana/penyusun informasi maupun 
pihak pemakai informasi akuntansi. 
 Bagaimana yang akan terjadi 
ketika pelaksana sistem informasi 
akuntansi tidak memahami dan tidak 
memiliki motivasi kerja yang diharapkan. 
Bukan saja laporan keuangan menjadi 
tidak andal sebagai input dalam proses 
pengambilan keputusan, melainkan juga 
sangat berpotensi menjadi bias dalam 
memberikan evaluasi kinerja terhadap unit 
maupun individu yang terlibat dalam suatu 
operasi tertentu di lingkungan organisasi. 
Pada gilirannya, pihak-pihak yang 
dievaluasi kinerjanya akan memberikan 
suatu kontribusi negatif pada organisasi 
(cenderung bersikap tidak 
fungsional/disfungsional). Untuk itu, 
motivasi dan perilaku dari pelaksana 
sistem informasi akuntansi menjadi aspek 
penting dari suatu sistem informasi 
akuntansi (Lubis. 2014:13). 
 
Pemahaman 
Paham menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah pandai dan 
mengerti benar tentang suatu hal. 
Sedangkan pemahaman adalah proses, 
cara, perbuatan memahami atau 
memahamkan. Pemahaman atau 
pengetahuan berfungsi membantu 
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seseorang dalam memberikan arti atau 
memahami situasi atau peristiwa baru. 
Seseorang dikatakan paham terhadap 
akuntansi jika mengerti dan pandai 
bagaimana proses akuntansi itu dilakukan 
sampai menjadi suatu laporan keuangan 
dengan berpedoman pada prinsip dan 
standar penyusunan laporan keuangan 
yang ditetapkan (Safrida Yuliani dkk: 
2010). 
Menurut Lubis (2014: 80), 
pemahaman adalah salah satu dari empat 
fungsi utama dari sikap. Lubis (2014) 
menyebutkan bahwa empat fungsi utama 
dari sikap adalah pemahaman, kebutuhan 
akan kepuasan, ego yang defensif, dan 
ungkapan nilai. Pemahaman atau 
pengetahuan berfungsi membantu 
seseorang dalam memberikan arti atau 
memahami situasi atau peristiwa baru. 
Sikap mengizinkan seseorang menilai 
suatu situasi baru dengan cepat tanpa 
perlu mengumpulkan semua informasi 
yang relevan menegani situasi tersebut. 
Persepsi adalah bagaimana orang-orang 
melihat atau menginterpretasikan 
peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi 
memberikan makna pada stimuli (sensor 
stimuli). Persepsi juga merupakan 
pengalaman tentang objek atau hubunga 
yang diperoleh dengan menyimpulkan 
informasi dan menafsirkan pesan. 
Jadi pemahaman terhadap 
pengelolaan keuangan desa adalah 
pemahaman yang dimiliki oleh pengelola 
keuangan desa proses perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, 
pertanggungjawaban dan 
pertanggungjawaban keuangan desa 
serta segala peraturannya yang sesuai 
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 
 
Kinerja 
Indra Bastian (2001) menyebutkan 
bahwa kinerja (performance) adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijakan dalam 
mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam 
perencanaan strategis suatu 
organisasi.Secara umum dapat juga 
dikatakan bahwa kinerja merupakan 
prestasi yang dapat dicapai oleh 
organisasi. 
 
Ketepatan Waktu Pertanggungjawaban 
Keuangan Sektor Publik 
Penyediaan informasi yang tepat 
waktu akan meningkatkan keandalan 
informasi. Sebaliknya, jika 
pertanggungjawaban ditunda sampai 
seluruh aspek diketahui, informasi yang 
dihasilkan mungkin sangat andal tetapi 
kurang bermanfaat bagi pengambil 
keputusan.Sehingga terpenuhinya kriteria 
relevansi dan keandalan menjadi 
kebutuhan utama bagi pengambil 
keputusan (Bastian, 2005: 99). 
Kepala desa menyampaikan 
laporan realisasi penggunaan dana desa 
kepada bupati/walikota setiap tahap dan 
setiap semester. Penyampaian laporan 
realisasi penggunaan dana desa setiap 
tahap dilakukan paling lambat satu bulan 
sejak realisasi penyaluran dana desa. 
Penyampaian laporan realisasi 
penggunaan desa setiap semester 
dilakukan paling lambat satu bulan sejak 
semester berakhir. Bupati menyampaikan 
laporan realisasi penyaluran dan 
konsolidasi penggunaan dana desa setiap 
tahun kepada Menteri Keuangan, Menteri 
Desa dan Daerah Tertinggal, dan 
Gubernur paling lambat bulan Maret tahun 
anggaran berikutnya (Perbup Subang No. 
19 Tahun 2015). 
Keuangan desa termasuk dana 
diesa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari 
sampai dengan tanggal 31 Desember. 
Seluruh keuangan desa harus dilaprkan 
realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa setiap akhir 
tahun anggaran (Perbup Subang No. 18 
Tahun 2015).  
 
Dana Desa 
Dana Desa adalah dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota 
dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
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kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Dana Desa akan diberikan 
kepada Desa lewat pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 
Kabupaten ke rekening tiap desa setelah 
sebelumnya dana desa ini 
dipindahbukukan dari Rekening Kas 
Umum Negara (RKUN) ke RKUD (PP No. 
60 Tahun 2014). 
Penyaluran dana desa ini dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahap setiap tahun 
anggarannya yaitu pada bulan April, 
Agustus dan Oktober. Dana Desa 
dialokasikan secara berkeadilan 
berdasarkan alokasi dasar dan alokasi 
yang dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
desa setiap kabupaten/kota. Alokasi dasar 
dana desa tahun anggaran 2015 dihitung 
berdasarkan alokasi yang dibagi secara 
merata kepada setiap Desa sebesar 90% 
(sembilan puluh per seratus) dari alokasi 
Dana Desa, sedangkan 10% sisanya 
dihitung berdasarkan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah dan 
tingkat kesulitan geografis yang diatur 
menurut kabupaten/kota masing-masing 
(PP No. 22 Tahun 2015). 
 
Pengelolaan Keuangan Desa 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa mendefinisikan desa sebagai 
berikut, 
“Desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa, 
“Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pertanggungjawaban, 
dan pertanggungjawaban keuangan desa” 
 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Desa 
Kekuasaan pengelolaan keuangan 
dana desa berada di tangan kepala desa 
yang dibantu oleh Pelaksana Teknis 
Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa 
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa dan mewakili pemerintah 
desa dalam kepemilikan kekayaan milik 
desa yang dipisahkan. 
1. Kepala Desa  
Permendagri No. 113 menyebutkan 
kepala desa sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
yang memiliki tugas untuk menetapkan 
kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, 
PTPKD, petugas yang melakukan 
pemungutan penerimaan desa. Selain itu, 
kepala desa juga bertugas untuk 
menyetujui pengeluaran atas kegiatan 
yang ditetapkan dalam APBDesa dan 
melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBDesa. 
2. Sekretaris Desa 
Sekretaris desa bertindak selaku 
koordinator PTPKD. Permendagri No. 113 
Tahun 2014 menyebutkan sejretaris desa 
memiliki tugas untuk  menyusun dan 
melaksanakan kebijakan pengelolaan 
APBDesa, menyusun Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa, 
perubahan APBDesa dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan APBDesa, 
melakukan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam APBDesa, Menyusun 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDesa, dan melakukan verifikasi 
terhadap bukti-bukti penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa. 
3. Kepala Seksi 
Kepala seksi bertindak sebagai 
pelaksana kegiatan sesuai dengan 
bidangnya, dengan tugas yang sesuai 
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 
Tugas dai kepala seksi adalah menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya, 
melaksanakan kegiatan dan/atau bersama 
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 
telah ditetapkan di dalam APBDesa, 
melakukan tindakan pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran 
belanja kegiatan, dan mengendalikan 
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pelaksanaan kegiatan. Serta melaporkan 
perkembangan pelaksanaan kegiatan 
kepada kepala desa dan menyiapkan 
dokumen anggaran atas beban 
pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 
4. Bendahara 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 
2014, Bendahara dijabat oleh staf pada 
urusan leuangan. Bendahara mempunyai 




pendapatan desa dan pengeluaran 
pendapatan desa dalam rangka 
pelaksanaan APBDesa. 
Proses Pengelolaan Keuangan Desa 
1. Perencanaan 
Tahap pertama dari proses 
pengelolaan keuangan dana desa adalah 
perencanaan dana desa. Pada tahap ini, 
desa harus mempersiapkan kelengkapan 
instrumen agar dapat dilaksankannya 
proses pengelolaan keuangan dana desa. 
Pemerintah desa menyusun perencanaan 
pembangunan sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan kabupaten 
dan kota. Yang harus dibuat pada tahap ini 
menurut Permendagri No. 113 Tahun 
2014 diantaranya adalah: 
 
a. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengan Desa (RPJMDesa) 
RPJMDesa adalah Rencana kegiatan 
pembangunan desa untuk jangka waktu 
enam tahun. Rancangan RPJM Desa 
memuat visi dan misi kepala Desa, arah 
kebijakan pembangunan Desa, serta 
rencana kegiatan yang meliputi bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
 
b. Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDesa) 
RKP Desa adalah penjabaran dari 
RPJM Desa untuk jangka waktu satu 
tahun. RKPDesa disusun oleh Pemerintah 
Desa sesuai dengan informasi dari 
pemerintah daerah kabupaten/kota 
berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan 
rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota . 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) 
APBDesa adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa 
terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja 
Desa, Pembiayaan Desa.] 
 
2. Pelaksanan 
Dalam pelaksanaan anggaran desa 
yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul 
transaksi dan pengeluaran desa. Semua 
penerimaan dan pengeluaran desa dalam 
rangka pelaksanaan kewenangan desa 
dilaksanakan melalui rekening kas 
desa.Khusus bagi desa yang belum 
memiliki pelayanan perbankan di 
wilayahnya maka pengaturannya 
ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota.Semua penerimaan dan 
pengeluaran harus didukung oleh bukti 
yang lengkap dan sah. 
Pemerintah desa dilarang melakukan 
pungutan sebagai penerimaan desa selain 
yang ditetapkan dalam peraturan desa. 
Bendahara dapat menyimpan uang dalam 
Kas Desa pada jumlah tertentu dalam 
rangka memenuhi kebutuhan operasional 
pemerintah desa.Pengaturan jumlah uang 
dalam kas desa sebagaimana dimaksud 
pada ditetapkan dalam Peraturan 




Penatausahaan keuangan desa dilakukan 
oleh Bendahara Desa. Bendahara adalah 
perangkat desa yang ditunjuk kepala desa 




desa dalam rangka pelaksanaan 
APBDesa (Ardi Hamzah: 2015 dalam 
Sujarweni: 2015). Bendahara Desa wajib 
melakukan pencatatan setiap penerimaan 
dan pengeluaran serta melakukan tutup 
buku setiap akhir bulan secara tertib. 
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Bendahara Desa wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
 
Gambar 1.1 Siklus Penatausahaan 
Keuangan Desa 
Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 
2014 dalam Yuliansyah dan Rusmianto 
(2016) 
4. Pelaporan 
Kepala Desa menyampaikan laporan 
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota berupa: laporan semester 
pertama, laporan semester akhir tahun. 
Laporan semester berupa laporan 
realisasi APBDesa. Laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa disampaikan 
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan. Laporan semester akhir tahun 
disampaikan paling lambat pada akhir 
bulan Januari tahun berikutnya 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
 
5. Pertanggungjawaban 
Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun 
anggaran. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri 
dari pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan.Laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang 
laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa dilampiri: format 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 
berkenaan, format Laporan Kekayaan 
Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran berkenaan, format Laporan 
Program Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah yang masuk ke desa 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
 Pemahaman terhadap 
perencanaan dana desa terdiri atas 
pemahaman terhadap Rencana 
Pembangunan Jangka Menengan Desa 
(RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDesa) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa). 
 Jika perangkat desa paham 
terhadap perencanaan dana desa maka  
pertanggungjawaban dana desa dapat 
diselesaikan secara tepat waktu. 
Berdasarkan hal tersebut maka dapat 
diajukan hipotesis penelitian sebagai 
berikut: 
H1:  Pemahaman perangkat desa 
terhadap perencanaan dana 
desa berpengaruh positif 
signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa.  
 Pemahaman terhadap 
pelaksanaan dana desa terdiri atas 
pemahaman : semua penerimaan dan 
pengeluaran desa dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan desa 
dilaksanakan melalui rekening kas desa, 
semua penerimaan dan pengeluaran desa 
harus didukung oleh bukti yang lengkap 
dan sah, pemerintah desa dilarang 
melakukan pungutan sebagai penerimaan 
desa selain yang ditetapkan dalam 
peraturan desa, Bendahara dapat 
menyimpan uang dalam Kas Desa pada 
jumlah tertentu dalam rangka memenuhi 
kebutuhan operasional pemerintah desa, 
pengeluaran desa yang mengakibatkan 
beban APBDesa tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
peraturan desa, pengeluaran desa untuk 
belanja pegawai yang bersifat mengikat 
dan operasional perkantoran yang 
ditetapkan dalam peraturan kepala desa 
tetap dapat dikeluarkan walaupun 
rancangan peraturan desa tentang 
APBDesa belum ditetapkan, pelaksana 
Kegiatan mengajukan pendanaan untuk 
melaksanakan kegiatan harus disertai 
dengan dokumen diantaranya Rencana 
Anggara Biaya (RAB). Sebelum 
digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh 
Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala 
Desa, Pelaksana Kegiatan 
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bertanggungjawab terhadap tindakan 
yang menyebabkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja kegiatan dengan 
mempergunakan Buku Pembantu Kas 
Kegiatan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan kegiatan desa (Permendagri 
No. 113 Tahun 2014). 
H2:  Pemahaman perangkat desa 
terhadap pelaksanaan dana 
desa berpengaruh positif 
signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa.  
Pemahaman terhadap 
penatausahaan dana desa terdiri atas : 
Bendahara desa wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan dan 
pengeluaran serta melakukan tutup buku 
setiap akhir bulan secara tertib, 
penatausahaan penerimaan dan 
pengeluaran dilakukan menggunakan  
Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu 
Pajak, dan Buku Bank dan wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban  
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
H3:  Pemahaman perangkat desa 
terhadap penatausahaan dana 
desa berpengaruh positif 
signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa. 
Kepala desa menyampaikan 
laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati/Walikota yang meliputi 
Laporan semester pertama berupa 
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
Semester Pertam dan  Laporan semester 
akhir tahun berupa Laporan Realisasi 
Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
H4:  Pemahaman perangkat desa 
terhadap pelaporan dana desa 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap ketepatan waktu 
pelaporan dana desa. 
Kepala desa menyampaikan 
kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun 
anggaran laporan yang meliputi : 
1. Laporan Pertanggungjawaban 
Realisasi Pelaksanaan APBDesa 
Tahun Anggaran berkenaan. 
a. Merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 
b. Diinformasikan kepada 
masyarakat secara tertulis dan 
dengan media informasi yang 
mudah diakses oleh masyarakat. 
c. Disampaikan kepada 
Bupati/Walikota melalui camat 
atau sebutan lain. 
2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 
Desember Tahun Anggaran 
berkenaan  
3. Laporan Program Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang masuk ke 
desa. 
H5:  Pemahaman perangkat desa 
terhadap pertanggungjawaban 
dana desa berpengaruh positif 
signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa. 




pertanggungjawaban dana desa 
secara simultan berpengaruh 
positif signifikan terhadap 





Populasi dan Sampel 
Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh desa yang 
ada di Kabupaten Subang yaitu 245 desa. 
Responden dari penelitian ini adalah 
kepala desa atau sekretaris desa. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan 
adalah convinience sampling. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 52 desa. Menurut 
Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) 
bahwa ukuran sampel lebih dari 30 dan 
kurang dari 500 adalah tepat untuk 
kebanyakan penelitian. 
 
Data dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan data 
primer dalam penelitian ini didapat melalui 
kuesioner yang dibagikan kepada 
responden. 
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Definisi dan Pengukuran Variabel 
Definisi dari masing-masing 
variabel adalah sebagai berikut:  
1. Variabel Dependen (Y)  
Variabel dependen yang digunakan 
yaitu Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa. Dimana akan setiap desa 
akan diberi nilai 1 jika tepat dalam 
menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban dana desanya, 
dan diberi nilai 0 jika sebaliknya. 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah: 
a. Pemahaman Perencanaan 
Keuangan Dana Desa 
Menurut Sujarweni (2015), 
“Pemerintah desa menyusun 
perencanaan pembangunan desa 
sesuai dengan kewenangannya 
dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan 
kabupaten dan kota. Rencana 
pembangunan desa disusun 
untuk menjamin keterkaitan dan 
konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan”. Secara 
dokumentatif menurut UU No. 6 
Tahun 2014, perencanaan 
pembangunan desa tertuang 
dalam RPJMDesa, RKPDesa, 
dan APBDesa. 
b. Pemahaman Pelaksanaan 
Keuangan Dana Desa 
Sujarweni (2015), “Dalam 
pelaksanaan anggaran desa yang 
sudah ditetapkan sebelumnya 
timbul transaksi penerimaan dan 
pengeluaran desa.Semua 
penerimaan dan pengeluaran 
desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan 
melalui rekening kas desa”. 
Menurut Permendagri No. 113 
tahun 2014, “Rekening Kas Desa 
adalah rekening tempat 
menyimpan uang Pemerintahan 
Desa yang menampung seluruh 
penerimaan Desa dan digunakan 
untuk membayar seluruh 
pengeluaran desa pada Bank 
yang ditetapkan”. 
c. Pemahaman Penatausahaan 
Keuangan Dana Desa 
Yuliansyah dan Rusmianto (2016) 
menyebutkan, “Dalam rangka 
mewujudkan asas pengelolaan 
keuangan desa yang transparan 
dan akuntabel, maka 
penatausahaan keuangan desa 
yang baik wajib dilaksanakan”. 
Menurut Pemendagri No. 113 
Tahun 2014, penatausahaan 
meliputi pencatatan setiap 
penerimaan dan pengeluaran 
serta melakukan tutup buku setiap 
akhir bulan secara tertib. 
d. Pemahaman Pelaporan 
Keuangan Dana Desa 
Menurut Sujarweni (2015), 
Pertanggungjawaban adalah hasil 
pelaksanaan tugas, kewenangan, 
hak, dan kewajiban serta 
memperlihatkan perbedaaan 
antara rencana atau anggaran 












Metode Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif untuk variabel 
dalam penelitian ini disajikan pada tabel 
1.1 untuk variabel X dan tabel 1.2 untuk 
variabel Y. Dalam penelitian ini digunakan 
lima poin skala Likert. Jarak respon dari 
pernyataan di dalam kuesioner ada dalam 
rentang 1 sampai dengan 5. Di mana 1 = 
Sangat Tidak Paham, 2 = Tidak Paham, 3 
= Cukup Paham, 4 = Paham, dan 5 = 
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Tabel 1.1 







Min. Max. Mean SD Var. 
Pemahaman Perencanaan 
Keuangan Dana Desa (X1) 
52 1 – 5 2,37 2,04 4,41 2,92 0,58 0,339 
Pemahaman Pelaksanaan  
Keuangan Dana Desa (X2) 
52 1 – 5 2,76 1,53 4,29 2,95 0,59 0,344 
Pemahaman Penatausahaan 
Keuangan Dana Desa (X3) 
52 1 – 5 2,66 2,04 4,70 3,24 0,68 0,463 
Pemahaman Pelaporan 
Keuangan Dana Desa (X4) 
52 1 – 5 3,10 1,38 4,48 2,98 0,77 0,587 
Pemahaman 
Pertanggungjawaban 
Keuangan Dana Desa (X5) 
52 1 – 5 3,01 1,26 4,26 2,81 0,84 0,699 
Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2016 
 
Tabel 1.2 
Statistik Deskriptif (Variabel Y) 
Variabel Y Frekuensi Persentasi 
0 31 59,6 % 
1 21 40,4% 
Total 52 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2016 
  
Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa mempunyai dengan nilai 0 atau 
tepat waktu terdapat 31 desa atau 59,6% dari total keseluruhan responden. Untuk 
responden yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan dana desa atau memiliki nilai 1 
ada 21 desa atau 40,4%. 
 
Tabel 1.3 
Uji Beda (t-test) Pemahaman Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan 
Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa 
Item Kategori Frekuensi Mean T-test 
Pemahaman Perencanaan 
Keuangan Dana Desa (X1) 
 
Tepat Waktu 21 3.2801 
0.000 
Tidak Tepat Waktu 31 2.6779 
Pemahaman Pelaksanaan  







Tidak Tepat Waktu 31 2.6892 
Pemahaman Penatausahaan 







Tidak Tepat Waktu 31 2.9356 
Pemahaman Pelaporan 
Keuangan Dana Desa (X4) 
 
Tepat Waktu 21 3.1733 
0.124 
Tidak Tepat Waktu 31 2.8388 
Tepat Waktu 21 2.9656 0.275 




Keuangan Dana Desa (X5) 
Tidak Tepat Waktu 31 2.7054 
 
Rata-rata pemahaman responden 
terhadap perencanaan keuangan dana 
desa desa yang tepat waktu dan yang 
tidak tepat waktu dalam menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban dana desa 
secara signifikan lebih besar dari 
responden yang tidak tepat waktu. Begitu 
pula untuk pemahaman pelaksanaan, dan 
penatausahaan keuangan dana desa, 
desa yang tepat waktu dalam melaporkan 
pertanggungjawaban dana desa 
pemahamannya lebih besar secara 
signifikan dari desa yang tidak tepat waktu. 
Pada pelaporan dan pertanggungjawaban 
keuangan dana desa, pemahaman 
responden antara desa yang tepat waktu 
dan yang tidak tepat waktu melaporkan 
laporan penggunaan dana desa tidak 
berbeda signifikan. 
2. Pengujian Kualitas Data 
a. Validitas 
Hasil uji validitas untuk kuisioner 
dengan dk atau df = 52 – 2 = 50 pada 
tingkat signifikansi (∝) sebesar 5% atau 
0,05 diperoleh nilai rtabel = 0,2306, item-
item kuesioner memiliki nilai rhitung  yang 
positif dan rhitung > rtabel  sebagaimana 
ditetapkan di atas, hal ini menunjukkan 
bahwa item-item ini sudah valid. 
b. Reliabilitas 
Kuesioner dikatakan reliabel 
apabila hasilnya menunjukkan nilai 
cronbrach’s alpha lebih besar dari 0,60 
(Hair, dkk : 1998). Dari hasil pengujian 
realibilitas  untuk variabel X1, X2, X3, X4, 
dan X5, dapat dilihat bahwa variabel 
independen masing-masing memiliki nilai 
alpha > 0,60. Dengan demikian, dapat 
dinyatakan bahwa X1, X2, X3, X4, dan X5 
reliabel. 
 
3. Pengujian Kecocokan Model 
Langkah pertama adalah menilai 
overall fit model terhadap data. Hipotesis 
untuk menilai model fit ini adalah (Ghozali, 
2013: 340): 
H0 : Model yang dihipotesiskan fit 
dengan data 
HA: Model yang dihipotesiskan 
tidak fit dengan data 
 
a. Uji Kecocokan Keseluruhan Model 
(Overall Model Fit) 
Pengujian kecocokan keseluruhan 
model dilihat dari fungsi Likelihood L. 
Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, 
L ditransformasikan menjadi -2LogL.  
Tabel 1.4 
Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan 




















nta X1 X2 X3 X4 X5 
38,266 -7,438 1,390 1,859 1,008 -1,231 -0,746 
31,035 -12,622 2,409 2,550 2,244 -1,916 -1,429 
28,239 -18,233 3,364 3,326 3,505 -2,398 -2,221 
27,551 -22,716 3,983 4,087 4,430 -2,776 -2,771 
27,494 -24,479 4,210 4,408 4,781 -2,939 -2,966 
27,494 -24,661 4,234 4,442 4,817 -2,956 -2,985 
27,494 -24,663 4,235 4,442 4,817 -2,957 -2,986 
27,494 -24,663 4,235 4,442 4,817 -2,957 -2,986 
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Sumber: Data primner yang diolah, tahun 2016 
 
 
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai 
-2LogL pada awal yang hanya 
memasukkan konstanta tanpa variabel 
bebas sebesar 70,152. Nilai -2LogL ini 
kemudian turun setelah dimasukkan 
variabel bebas dan menunjukkan angka -
2LogL yaitu 27,494 pada tabel 1.5.  
Penurunan ini menunjukkan model regresi 
yang lebih baik (Santoso, 2012: 253). 
b. Uji Kelayakan Model Regresi 
(Hosmer and Lemeshow Test) 
Pengujian kelayalan model regresi 
dilihat dari nilai signifikansi tabel Hosmer 
and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 
Apabila nilainya sama dengan atau kurang 
dari 0.05, berarti Goodness of Fit Test 
tidak baik karena model tidak dapat 
memprediksi nilai observasinya. Jika 
nilainya lebih besar dari 0.05, maka model 
mampu memprediksi nilai observasinya 
atau dapat dikatakan model dapat diterima 
karena cocok dengan data observasinya 
(Ghozali, 2013: 341). 
Tabel 1.6 
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 
Chi-square Signifikansi 
1,694 0,989 
Sumber : Data primer yang diolah, 
tahun 2016 
Tabel 1.6 menunjukkan nilai 
signifikansinya sebesar 0,989. Karena 
0,989 > 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa model regresi layak dan mampu 
memprediksi nilai observasinya. 
 
4. Uji Asumsi Klasik 
Regresi logistik tidak perlu asumsi 
normalitas data pada variabel bebasnya 
karena variabel bebasnya merupakan 
campuran antara variabel metrik dan non-
metrik. Namun, masih perlu diuji 
mulitikolinearitas. Uji multikolinieritas 
bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 







Hasil Uji Multikolonieritas 
Variabel Tolerance VIF 
Pemahaman 
Perencanaan 








Keuangan Dana Desa 
0,353 2,833 
Pemahaman Pelaporan 




Keuangan Dana Desa 
0,211 4,728 
Sumber: data primer yang diolah, tahun 
2016 
Hasil perhitungan uji 
multikolinieritas pada tabel 1.7 di atas 
menunjukkan bahwa variabel 
Pemahaman Perencanaan, Pelaksanaan, 
Penatausahaan, Pelaporan, 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa memiliki nilai tolerance ≥ 0.10 yang 
berarti tidak terdapat korelasi antar 
variabel independen. Sedangkan hasil 
perhitungan Variance Inflation Factors 
(VIF) menunjukkan bahwa kedua variabel 
independen memiliki nilai VIF ≤ 10. Dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat 
multikolinieritas antar variabel dalam 
model regresi. 
5. Matriks Klasifikasi 
Tabel 1.8 menunjukkan hasil 
matriks klasifikasi berdasarkan matriks 
klasifikasi di atas, jumlah sampel yang 
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tidak tepat waktu 28 + 3 = 31 desa. Yang 
benar-benar tidak tepat waktu melaporkan 
dana desa sebanyak 28 desa dan yang 
seharusnya tidak terlambat namun tetap 
terlambat melaporkan, sebanyak 3 desa. 
Jumlah sampel yang tepat waktu 
melaporkan dana desa 3 + 18 = 21 desa. 
Desa yang benar-benar tepat waktu 
melaporkan dana desa sebanyak 3 desa 
dan yang seharusnya tepat waktu namun 
tidak tepat waktu melapor, sebanyak 18 
desa. Ketepatan model penelitian ini 
























28 3 90,3 
Tepat 
Waktu 





Sumber: Data primer yang diolah, tahun 
2016 
6. Analisis Regresi Logistik 
Regresi logistik ingin menguji apakah 
probabilitas terjadinya variabel terikat 
dapat diprediksi degan variabel bebasnya 
(Ghozali, 2013: 333). Hasil pengujian 
model regresi logistik berganda diperoleh 
sebagai berikut : 
Tabel 1.9 
Hasil Uji Regresi 
Variabel B Sig. 
Pemahaman Perencanaan 







































Sumber: Data primer yang diolah, tahun 
2016 
Berdasarkan tabel diatas didapat 
persamaan regresinya yaitu : 
 
Y = -24,663 + 4,235 X1 + 4,442 X2 + 4,817 
X3 - 2,957 X4 - 2,986 X2 + e  
7. Uji Koefisien Determinasi 
(Nagelkerke R Square) 
Berdasarkan tabel 1.10 diperoleh nilai 
koefisien determinasi sebesar 0,756 yang 
berarti 75,6% perubahan variabel 
Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa 
(Y) dijelaskan oleh perubahan variabel 
Pemahaman Perencanaan Keuangan 
Dana Desa (X1), Pemahaman 
Pelaksanaan  Keuangan Dana Desa (X2), 
Pemahaman Penatausahaan Keuangan 
Dana Desa (X3), dan Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa (X4), Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa (X5). Sedangkan sisanya 24,4% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. 
Tabel 1.10 
Nilai Koefisien Determinasi 
-2 Log 
likelihood 




27,494a 0,560 0,756 
Sumber : data primer yang diolah, tahun 
2016 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
a. Uji Signifikansi Parameter Individu 
(Uji Statistik t) 
Hasil statistik t untuk penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 1.11 
Hasil Uji t 
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Sumber : data primer yang diolah, tahun 
2016 
Berdasarkan tabel diatas dapat 
disimpulkan mengenai uji hipotesis secara 
parsial dari masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen, 
sebagai berikut: 
H1:  Pemahaman Perangkat Desa 
terhadap Perencanaan 
Keuangan Dana Desa 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa. 
 
Variabel Pemahaman 
Perencanaan Keuangan Dana Desa (X1) 
memiliki nilai Signifikansi sebesar 0,025. 
Nilai ini < 0,05, artinya variabel 
Pemahaman Perencanaan Keuangan 
Dana Desa mempunyai pengaruh parsial 
yang signifikan terhadap Y. Hasil 
pengujian statistik secara parsial 
mengenai pengaruh Pemahaman 
Perencanaan Keuangan Dana Desa 
terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa menunjukkan nilai koefisien 
regresi (β1) ≠ 0 yaitu 4,235, apabila terjadi 
perubahan variabel Pemahaman 
Perencanaan Keuangan Dana Desa 
sebesar 1% akan meningkatkan 
Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa 
sebesar 4,235%. Berdasarkan hipotesis 
yang telah ditetapkan maka ditarik 
kesimpulan bahwa Pemahaman 
Perencanaan Keuangan Desa 
berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa, karena variabel 
Pemahaman Perencanaan Keuangan 
Dana Desa mempunyai nilai signifikansi 
0,025 yang berarti nilai tersebut lebih kecil 
dari 0,05, dengan demikian H1 diterima.  
Hasil penelitin di atas menunjukkan 
hasil yang sejalan dengan (Jaka Winarna 
dan Sri Murni (2006). Pengetahuan 
merupakan persepsi responden tentang 
anggaran dan deteksi terhadap 
pemborosan atau kegagalan, dan 
kebocoran anggaran. Jaka Winarna dan 
Sri Murni (2006) menyatakan 
pengetahuan dewan tentang anggaran 
memiliki pengaruh signifikan terhadap 
peran DPRD dalam pengawan keuangan 
daerah. Salah satu syarat pencairan dana 
desa adalah, setiap desa harus sudah 
memiliki APBDesa di setiap awal tahun 
anggaran.  
 
H2:  Pemahaman Perangkat Desa 
terhadap Pelaksanaan 
Keuangan Dana Desa 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa. 
 
Variabel Pemahaman 
Pelaksanaan Keuangan Dana Desa (X2) 
memiliki nilai Signifikansi sebesar 0,041. 
Nilai ini < 0,05, artinya variabel 
Pemahaman Pelaksanaan Keuangan 
Dana Desa mempunyai pengaruh parsial 
yang signifikan terhadap Y. Hasil 
pengujian statistik secara parsial 
mengenai pengaruh Pemahaman 
Pelaksanaan Keuangan Dana Desa 
terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa menunjukkan nilai koefisien 
regresi (β2) ≠ 0 yaitu 4,442, apabila terjadi 
perubahan variabel Pemahaman 
Pelaksanaan Keuangan Desa sebesar 1% 
akan meningkatkan Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa sebesar 4,442%. 
Berdasarkan hipotesis yang telah 
ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa 
Pemahaman Pelaksanaan Keuangan 
Dana Desa berpengaruh terhadap 
Ketepatan Waktu Perlaporan Dana Desa, 
karena variabel Pemahaman Pelaksanaan 
Keuangan Dana Desa mempunyai nilai 
signifikansi 0,041 yang berarti nilai 
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tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan 
demikian H2 diterima. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Ovita Charolina dkk (2013) yang 
mengemukakan mengenai implementasi 
pengelolaan keuangan KPU sebagai 
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 
kaitan pengelolaan keuangan oleh 
individu/pejabat atau kelompok 
pemerintah yang berada di lingkungan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum yang 
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan 
yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijakan yaitu keputusan KPU Nomor 
94/Kpts/KPU/Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Komisi 
Pemilihan Umum. Ovita Charolina dkk 
(2013) menemukan hasil pada penelitian 
di Lingkungan KPU Se-Provinsi Bengkulu, 
bahwa implementasi pengelolaan 
keuangan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan. Hal ini menunjukan bahwa 
semakin tinggi tingkat implementasi 
pengelolaan keuangan maka semakin 
tinggi pula tingkat kualitas laporan 
keuangan. 
 
H3:  Pemahaman Perangkat Desa 
terhadap Penatausahaan 
Keuangan Dana Desa 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa. 
 
Variabel Pemahaman 
Penatausahaan Keuangan Dana Desa 
(X3) memiliki nilai Signifikansi sebesar 
0,020. Nilai ini < 0,05, artinya variabel 
Pemahaman Penatausahaan Keuangan 
Dana Desa mempunyai pengaruh parsial 
yang signifikan terhadap Y. Hasil 
pengujian statistik secara parsial 
mengenai pengaruh Pemahaman 
Penatausahaan Keuangan Dana Desa 
terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa menunjukkan nilai koefisien 
regresi (β3) ≠ 0 yaitu 4,817, apabila terjadi 
perubahan variabel Pemahaman 
Penatausahaan Keuangan Desa sebesar 
1% akan meningkatkan Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa sebesar 4,817%. 
Berdasarkan hipotesis yang telah 
ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa 
Pemahaman Penatausahaan Keuangan 
Dana Desa berpengaruh terhadap 
Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa, 
karena variabel Pemahaman 
Penatausahaan Keuangan Dana Desa 
mempunyai nilai signifikansi 0,020 yang 
berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, 
dengan demikian H3 diterima. 
Hasil penelitian ini seiring dengan 
Ratih (2012) yang menemukan bahwa 
pemahaman terhadap penatausahaan 
keuangan daerah oleh pengelola 
keuangan daerah berpengaruh positif 
terhadap kinerja SKPD. Semakin baik 
pemahaman aparatur pengelola keuangan 
daerah terhadap penatausahaan 
keuangan daerah akan mampu 
meningkatkan kinerja pengelolaan 
keuangan daerah. Erna Sari dkk (2013) 
juga menyimpulkan bahwa pemahaman 
penatausahaan keuangan daerah 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pengelola keuangan 
daerah. Hal ini menunjukan bahwa 
semakin baik pemahaman staf di Biro 
Pengelolaan keuangan Sekretariat 
Daerah Provinsi Bengkulu terhadap 
Penatausahaan Keuangan Daerah maka 
semakin baik kinerja mereka dalam  
mengelola keuangan daerah. Hasil 
penelitian ini berimplikasi pada kebijakan 
pengembangan staf di Biro Pengelolaan 
Keuangan yaitu dengan cara 
meningkatkan kepahaman staf dalam 
penatausahaan keuangan daerah.  
 
H4:  Pemahaman Perangkat Desa 
terhadap Pelaporan Keuangan 
Dana Desa tidak berpengaruh 
terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Dana Desa. 
 
Variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa (X4) memiliki nilai Signifikansi 
sebesar 0,058. Nilai ini > 0,05, artinya 
variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa mempunyai pengaruh parsial yang 
signifikan terhadap Y. Hasil pengujian 
statistik secara parsial mengenai 
pengaruh Pemahaman Pelaporan 
Keuangan Dana Desa terhadap Ketepatan 
Waktu Pelaporan Dana Desa 
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menunjukkan nilai koefisien regresi (β4) ≠ 
0 yaitu -2,957, apabila terjadi perubahan 
variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa sebesar 1% akan menurunkan 
Ketepatan Waktu Pelaporan Dana Desa 
sebesar 2,957%. Berdasarkan hipotesis 
yang telah ditetapkan maka ditarik 
kesimpulan bahwa Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
tidak berpengaruh terhadap Ketepatan 
Waktu Pelaporan Dana Desa, karena 
variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa mempunyai nilai signifikansi 0,058 
yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 
0,05, dengan demikian H4 ditolak. 
Penelitian Siti Aliyah dan Aida 
Nahar (2012) mengemukakan bahwa 
penyajian laporan keuangan daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. 
Aksesibilitas laporan keuangan daerah 
juga berpengaruh positif signifikan 
terhadap transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah. Secara 
bersama-sama, penyajian laporan 
keuangan daerah dan aksesibilitas 
laporan keuangan daerah berpengaruh 
positif signifikan terhadap transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah.  
Namun pada penelitian ini, 
hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh 
positif antara pemahaman pelaporan 
keuangan dana desa terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa. Hal ini 
kemungkinan terjadi karena walaupun 
para kepala desa atau sekretaris desa 
rata-rata cukup paham mengenai 
pelaporan dana desa, namun ketepatan 
waktu pertanggungjawabannya terhambat 
oleh pembangunan yang berasal dari dana 
desa tersebut. Mengingat dana desa tahun 
anggaran 2015, lebih diperuntukkan untuk 
pembangunan infrastruktur desa. Dan tak 
sedikit dari beberapa desa yang 
pembangunannya belum selesai sehingga 
belum bisa dibuatkan laporannya. Selain 
itu belum adanya sanksi hukum yang lebih 
jelas selain penundaan penyaluran dana 
desa dari RKUD ke RKD.  
 
H5:  Pemahaman Perangkat Desa 
terhadap Pertanggungjawaban 
Keuangan Dana Desa tidak 
berpengaruh terhadap 
Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa 
 
Variabel Pemahaman Perencanaan 
Keuangan Dana Desa (X5) memiliki 
signifikansi sebesar 0,085. Nilai ini > 0,05, 
artinya variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
tidak mempunyai pengaruh parsial 
terhadap Y. Hasil pengujian statistik 
secara parsial mengenai pengaruh 
Pemahaman Pertanggungjawaban 
Keuangan Dana Desa terhadap Ketepatan 
Waktu Pelaporan Dana Desa 
menunjukkan nilai koefisien regresi (β5) ≠ 
0 yaitu -2,986, apabila terjadi perubahan 
variabel Pemahaman Pelaporan 
Keuangan Dana Desa sebesar 1% akan 
menurunkan Ketepatan Waktu Pelaporan 
Dana Desa sebesar 2,957%. Berdasarkan 
hipotesis yang telah ditetapkan maka 
ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Desa 
tidak berpengaruh terhadap Ketepatan 
Waktu Pelaporan Dana Desa, karena 
variabel Pemahaman 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana 
Desa mempunyai nilai signifikansi 0,085 
yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 
0,05, dengan demikian H5 ditolak. 
b. Uji Signifikansi Simultan (Omnibus 
Test of Model Coefficients) 
 
Tabel 1.12 
Hasil Uji Signifikansi Simultan 
 
Chi-
square df Sig. 
Step 
1 
Step 42,659 5 ,000 
Bloc
k 
42,659 5 ,000 
Mod
el 
42,659 5 ,000 
Sumber : data primer yang diolah, tahun 
2016 
H6: Pemahaman Perangkat Desa 
tentang perencanaan, pelaksanaan, 
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penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban berpengaruh 
positif signifikan terhadap ketepatan 
waktu pelaporan dana desa 
  
Selisih -2LogL sebelum dan sesudah 
variabel independen dimasukkan yaitu 
sebesar 42,659 (70,152 – 27,494). Model 
hanya dengan konstanta saja memiliki df 
51. Model dengan konstanta dan variabel 
bebas memiliki df.  2 tabel sebesar 
11,0705 pada df 5 (51 – 46). Nilai 2 hitung 
> 2 tabel yaitu 42,659 > 11,0705 dengan 
signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai 
signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan 
Pemahaman Perencanaan (X1),  
Pelaksanaan  (X2), Penatausahaan (X3), 
Pelaporan (X4), Pertanggungjawaban 
(X5) secara bersama-sama  (simultan) 
merupakan mempengaruhi Ketepatan 
Waktu Pelaporan Dana Desa (Y). Dengan 
demikian, H6 diterima. 
KESIMPULAN 
Hasil pengujian dan pembahasan 
pada bagian sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial tingkat 
pemahaman perangkat desa tentang 
perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan keuangan dana desa 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan dana desa. 
Sedangkan pemahaman perangkat desa 
tentang pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan dana 
desa tidak berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan dana desa. 
Sedangkan secara simultan, pemahaman 
perangkat desa tentang perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertanggungjawaban keuangan dana 
desa berpengaruh positif secara signifikan 




1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk 
menambah variabel penelitian seperti 
pembinaan dan pengawasan. 
2. Desa disarankan lebih 
memperhatikan faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi ketepatan waktu 
penyelesaian program pembangunan 
yang disyaratkan dalam dana desa, 
sehingga pertanggungjawaban dana 
desa bisa dilakukan secara tepat 
waktu. Jika program pembangunan 
tidak dapat diselesaikan tepat waktu 
maka pelaporan dan 
pertanggungjawaban juga tidak akan 
tepat waktu, sehingga mengakibatkan 
keterlambatan pencairan dana desa 
tahap berikutnya. 
Pemerintah Kabupaten Subang 
disarankan untuk menggunakan 
ketepatan waktu pertanggungjawaban 
dana desa sebagai salah satu indikator 
penilaian kinerja kepala desa, dan 
memberikan kontribusi terhadap 
kelangsungan jabatan kepala desa. 
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